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ABSTILAK
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kondisi perkembangon hukum di nepara kita pada saat ini masih sanpat
jauh  dari  milai-nilai keadifan.  Pembanpunan vang berujuan  untuk
mensefahterakan rakyst seccara menyeloah tidak nampak perkembangannyva
secars ekplisit. Baik pada pembangunan bidang ckonomi, sosial. budaya, hingga
hukum schagai pembangunan yang tak kalah pentingnya dibandingkan dengan
pembangunan vang lainny.

Penegakan hukum  belum sampai pada Ungkot perkembangan  yang
memihak kepada kcpentingan rakyvat secara keseluruhan dan siluasi ini telah
berkembang sedemikian rupa sehingza rakyat tak lagi menjadi subjck hukum
{Naturliik persorn). Rakvat tak dapat berpartisipasi langsung dalam proses hukum.
baik dari segi pembuatan hukum apalagi penegakan hukum ity sendiri,

Fakter yang mendominase kondisi ind adalah kemiskinas. Eemiskinan
vang terjadi mempunyai dampak besar terhadap penegakan hukum sebagai upayva
meneari keadilan, tervtama dalam hal apa vang menjadi hak mereka. Seringkali
hak tersebut menjadi korban pelaksanaan hukum vang dipaksakan keberlakusnnya,

Hakyat sceara keseluruban lebih dipandang sebagai ohjek hukum dan
objck pembangunan yang pada dasarnva diciptakan sekelompok orang vang

mengatas namakan kepentingan rakyat Sistem demokrasi vang  divpayakan



sesunggulnya tidak pernah secara de faeto rakyat Berpartisipasi dalam proses
pembuatan dan penegakan hukum ite sendiri.

Tidak dapat dipungkiri lagi. bahwa masyarakat menjadi lemsh di bidang
sumber daya manusia. erimasuk  pengetahvannya dalam  persoalan hukum,
Masyarakat tidak mengerti mengenal hak dan kewajibannya dihadapan hukum,
tidak mampu memperjugngkan hak-haknye nkibat ketidsktahuan akan persoalan
hukum tersebul. Mauasvarakat henar-henar berada  dalam  posisi tang  tidak
menguntungkan. Dijadikan “target™ oleh sckelompok orang vang mengambil
keuntungan dari ketidaktahoan masyarakat lerhadap bukum,

Dalam banyvak kasus, masyarakat kerang mampy dilanggar hak-haknva
hanva karena ketidakpahamun masyarakat dalam menvelesaikan persealan hukum
vang dihadapinya. Bahkan terhadap kasus-kasus yang ancaman hukumannya lehih
dart lima tshun, dimana tersangka tidak mampu dan belum memiliki penasehat
hukum dan memperoleh bantuan hukum sering diabaikan. Tromisnys lagi, dalam
memperoleh bantvan hukum masyarakat kurang mampu ini sering dijadikan
“bulan-bulanan™ para pihak vang memanfaatkan situesi ketidaktahuan masvarakat
tefradap hukum'.

Karena berbagai faktor inilah, telash menggugah hati dan masvarakat
tertentu untuk berusazha Kembali menepakkan hakekal hukum yang memihak
kepada kepentingan riil masyarakat. Mengembalikan hukum mencapai taraf
pemerataon keadilan yang menyeluruh denpan melkukan pendekatan-pendakatan

vang bersifal struktural.

' Bmn S, Paul. Sawmon Hiduem o Negarg Serfembang. YLBHL Jakara: 1960 k., 10




Upayva untuk menzgakkan hukum tidak hanya mendampingi masyarakat
di mepa pengadilan saja. namun juga melolul bantuan hukum sebagai metode
pendekatan struktural bagi permasalahan hukum vang kil hadapai sckarang.
Lpaye bantuan hukum sebapai upava untuk menegokkan keadilan meropakan
hagisn integral dalam  permasalshan bekom dan hak  asasi dalam konteks
perkembaengan strukiur masvarakat didalamnya.

Pelavanan hukum wang timpang menyebabkan pemerataan  keadilan
masih helum tercapal, Struktur masyarakat vang timpang ini harus dirobah dengan
diciptakan  masyarakal vang lebih herkeadilan secara mersta®, Dalam bidang
hukum pendekatzn veng harus dilskukan sdalah pendekatan yang steuktural
sifatnva,

Persoalan hukum dapat terjadi dimana saja dan menimpa saja, namun
masalahnys tidak scmua orang mampu dan pabam  dalam  menvelesaikan
persoalan hukum, Dalam kondisi-kondisi seperti inilab konsepsi bantuan hukum
struktural sangat diperlukan sebagai sumber upaya lembaga bantuan hukum
memberikan pelavanan hukum terhadap masvarakat vang membutuhkannya.
Tidak sedikit masvarakat bertempat tinggal jauh di daerah terpencil dimana tidak
ada kantor advokal/pengacara atau seseorang vang pieham dengan persoalan
hukum, tiha-tiba harus berurusan dengan persoalan hukum® Disamping itu juga,
higva mahal dan tidak mampu membavar masyvarmkat kepada advokat menjadi

hambatan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapi oleh masyarakat.

= Jhid 11

Y Budi Pravitnn, Maksioh Peran Paralegal dolam Penorganan Kasis-Rasws Masyorakar Tidad
Mampa. Makalah disompaikon poda Seminar Paralegal vang disclenggorakan elel LEH Padang
di Giedone BALITEANG Sumbar, Padang, Rabua, 27-Desember-2006, 15,2



BAB IV

PENUTUT

A. Kesimpuolan

b

Pelaksanasn Dantwan Hukum Struktural vang diberikan oleh LRH Padang,
vang tertuang dalam anggaran dasar LBHY LBHI yang menjelaskan LRH
Padang harus menggunakan konsep Bantuan Hukum Struktursl dalam
memberikan bantusn hukum pada masyarakat yang tidek mampu, Dalam
konsep i adanya proses belajar kepada masyarakal yang didampingi
kasusnya, Dalam pelsksanaan memberikan bantuan hukum, LBH Padang
memiliki dus cara, waity ; Diberikan setelah masyarakal ada kasus atau
masalah dan kasusnva baru ada akibat advokasi {masyarakat dampingan).
Kasus-kasus vang didampingi oleh .BH biasanya dilakukan terlebih
dahulu pada tahap non litigasi, karena vntuk menyvelesaikan kasus-kasus
vang terjadi tidak bisa langsung dilakukan pendampingan litigasi.

LBH Padang banvak menemui kendala-kendala yang dibadapinya buik
kendala internal maupun kendala cksternal. Kendala intermal lahir akibat
kelemahan dini LBH Padang sendini vang dikarenakan Ketidakmampuan
LBH Padang, seperti : Minimnya gngearan (dana) vang tersedia di LBH
Padang. menyebabken  [BH  Padang  sangat  berpengaruh  atas
pendampingan  Kasus vang  ditengani dan kuvmangnye Sumber Daya
Manusia (SDM) Banvaknya kasus vang dihadapi oleh LBH Padang
sangat herpengaruh pada jumlah Sumber Daye Manuosia (SDM) lembaga.

karena kasus yang dihadapi jauh lebih beser dibanding dengan jumlah




et

lwwver vang tersedia, Kendala eksternal lahir vang berasal dari fuar LBH
Padang, Masvarakat tidsk paham terhadap visi dan misi LBH schingga
masyarakat menjadi tergantung pada LBIL Masih belum berpihaknya
hukum dan aparat pencgak hukum techadap masyvarskat maerginal, masih
kurangnys partisipasi masvarakat dalam dalam memberikan  hantuan
hukum terhadap masyarakat marginal, den Kwrsngnyva tanppung jawab
pemerintah terhadap hak-hak mosyerakat marginal merupakan kendala-
kendala vang masih LBH Padano.

Upava konkrit yang dilakukan oleb L.BH Padang adalah terus berusaha
memperjuangkan nasib masyarakal marginal atas kebijakan pemerintah
vang hanya mementingkan kepentingan perorangan diatas kepentingan
tasyarakat. LB tetap terus berupaya demi terwujudnya masyarakal yang
berkeadilan. Upava ini dilakukan dengan duz cara yaitu Upsya Non
Ligitasi dan upaya liligasi. Kasus-kasus yang ditangani, haik dengan upava
litigasi ataupun non liligasi juga dilakukan dengan penekanan (preasure),
kampanye i berbagai media elekironik ager masyarakat umem menjadi
tahu kasus vang sedang terjadi. Untuk mendapat dukungan dari berbagai
pihak. seperti Kemisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) dan

LSM lainnya yang bergerak dibidang hukum.
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